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MOTO

”Barang Siapa Memberi Kelonggaran (Meringankan) atas Sesamanya
dari Kesempitan Hidup Didunia, Niscaya Allah SWT
akan Menolong Hambanya Selama Hamba itu

Menolong Saudaranya (Sesamanya)”

(Al Hadist, Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah)

H.A. Mustafa, 1987. 150 Hadist Pilihan , Aliklas : Surabaya.
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RINGKASAN

Berlatar belakang pada keadaan masyarakat Indonesia yang banyak
memiliki tanah untuk rumah tinggal dengan bersertifikat Hak Guna Bangunan
yang memiliki jangka waktu berlakunya yaitu 30 tahun dan ditambah 20 tahun
untuk perpanjangannya. Sementara itu masyarakat banyak yang belum
mengetahui bagaimana cara untuk menaikkan hak atas tanahnya menjadi hak
milik dan bagi yang sudah mengetahui bahwasanya sertifikat Hak Guna Bangunan
dapat dinaikkan haknya menjadi hak milik akan tetapi masih banyak juga yang
tidak menaikkan status tanahnya menjadi Hak Milik dengan berbagai macam
alasan yang sebenarnya karena tidak mengetahuinya mereka bagaimana
sebenarnya meningkatkan status tanahnya tersebut.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membahas
permasalahan yang telah dirumuskan serta untuk memberi saran kepada instansi
terkait. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
vaitu pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan
pendapat-pendapat para Sarjana Hukum terutama yang berhubungan dengan
permasalahan. Disamping itu juga digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu
suatu pendekatan masalah dengan mempergunakan data primer atau dengan
melakukan pengamatan untuk memperoleh informasi dari para nara sumber secara
langsung di lapangan.

Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah bahwasanya prosedur pemberian
sertipikat Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna
Bangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebenarnya sudah jelas dan
prosesnya sangat sederhana. Hambatan-hambatan yang dialami oleh kantor
pertanahan Kabupaten Jember dalam penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah
untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan itu berasal dari para
pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan itu sendiri karena ketidaktahuan dan
sebab lain yang dilakukan oleh pithak yang tidak bertanggung jawab. Untuk

mengatasi  hal tersebut diatas maka kantor Pertanahan Kabupaten Jember

xii1
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mengadakan berbagai macam upaya diantaranya adalah Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember mengadakan penyuluhan (penerangan-penerangan) melalui
Siaran Radio, penyuluhan langsung terhadap masyarakat dengan mendatangi
seluruh desa-desa pada Kabupaten Jember dan penyebaran informasi peningkatan
hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik kepada Kepala Desa dan Camat
seluruh kabupaten Jember pada saat rapat koordinasi di Kantor Pemerintah
Daerah (PEMDA).

Saran yang penulis berikan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
adalah sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Jember lebih banyak
meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan pada masyarakat dengan berbagai
macam cara dan upaya agar masyarakat kabupaten Jember dapat mengetahui

bagaimana cara peningkatan status hak atas tanahnya.

X1V
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria telah menjamin perlindungan hak atas tanah yang dimiliki pemilik
tanah. Pelepasan hak atas tanah selalu didasarkan pada asas kesepakatan dan dapat
memberikan landasan bagi setiap kegiatan pembangunan di bidang perumahan
dan pemukiman untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum pembangunan
dan pemanfaatan tanah. Konsekwens;i pengakuan Negara terhadap hak atas tanah
seseorang diberikan dalam bentuk Jaminan kepastian hukum terhadap hak atas
tanah schingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya
terhadap ganguan pihak lain.

Jaminan dan perlindungan itu patut diberikan, terutama bagi masyarakat
yang memiliki sebidang tanah untuk perumahan karena perumahan merupakan
kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam
pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta
dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan.

Kebutuhan akan rumah tinggal bagi seluruh lapisan masyarakat
merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Untuk menjamin
kepastian dan ketertiban umum dalam pembangunan dan pemilikan rumah
tinggal, setiap pembangunan rumah hanya dilakukan di atas tanah yang dimiliki
berdasarkan hak atas tanah sesuai peraturan perundan-undangan yang berlaku
(Jurnal Studi Indonesia, Maret 2005).

Dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria hak-hak atas
lanaiyterdin’ atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak
sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang
sifatnya sementara seperti vaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang
dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak atas tanah tersebut kecuali hak milik
memiliki jangka waktu pemilikannya atau penguasaanya. Misalnya hak guna

bangunan sesuai dengan bunyi pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40
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Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas
Tanah, bahwasannya “Hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
diberi jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk
Jangka waktu dua puluh tahun”

Sebidang tanah yang digunakan sebagai ruamah tinggal dengan status hak
guna bangunan mutlak harus diubah menjadi hak milik agar memiliki kepastian
hukum, akan tetapi banyak sekali masyarakat kita terutama didaerah pedesaan
yang belum mengetahui bagaimana meningkatkan status hak atas tanahnya
menjadi hak milik, sehingga sering sekali banyak menimbulkan berbagai macam
permasalahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk
menulis  skripsi  yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL,
(Studi Kasus Sertipikat Hak Milik Nomor : 1386/Ambulu yang berasal dari
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 388/Ambulu)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting di dalam suaty
penulisan, hal ini untuk memberikan arah, gambaran serta guna menghindari
kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini, Khususnya dalam lapangan

Hukum Pertanahan, maka- penulis membatasi permasalahan sebagai berikut -

I. Bagaimana prosedur pemberian sertifikat hak milik atas tanah untuk rumah
tinggal yang berasal dari hak guna bangunan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerbitan sertifikat
hak milik atas tanah uﬁguk rumah tinggal yang berasal dari hak guna bangunan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?

3. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di
dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan  sertifikat hak milik atas

tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari hak guna bangunan?
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(5]

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan selalu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai apabila
untuk suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Demikian
pula dengan penulisan skripsi ini tidak lepas dari tujuan tertentu.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah
I. Untuk mengetahui prosedur pemberian sertipikat Hak Milik atas tanah untuk

rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan.

1)

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerbitan
sertiptkat Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak
Guna Bangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jamber:

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember didalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penerbitan
sertipikat Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak

Guna Bangunan pada Kantor pertanahan Kabupaten Jember.

1.4 Metodologi

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat
ilmiah agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Suatu
karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan
serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga
tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya ( Hilman Hadikusuma, 1995:17).

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan dan pengkajian masalah dalam penulisan ini dilakukan secara
yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan Kketentuan
perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu
teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para Sarjana Hukum terutama yang
berhubungan dengan permasalahan. Penelitian ini Jjuga menggunakan pendekatan
yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan mempergunakan data
primer atau melakukan pengamatan untuk memperoleh informasi dari para nara

sumber secara langsung di lapangan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:10).
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1.42 Sumber Bahan Hukum
Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua
sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh
peneliti dan tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukum 1m
dapat diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-
undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat (Soemitro, 1990 ‘1 1)

2. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan
bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat diperoleh dari hasil-hasil
penelitian dari orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang
mendukung untuk membahas permasalahan. (soemitro, 1990:1 1)

Bahan hukum sekunder tersebut diatas sebagian besar diperoleh penulis
dari Kantor Pertanahan Kabubaten Jember yang masih mempunyai kaitannya

dengan penulisan skripsi ini.

1.43 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini
adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta
menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya dari pendapat para
sarjana atau ahli dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan, mengembangkan,
membandingkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan
ilmiah kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban
dalam pokok permasalahan dari penulisan skrisi ini.

Dalam pengumpulan bahan hukum ini juga digunakan studi Lapangan
yaitu cara memperoleh bahan secara spesifik dan realitas yang terjadi di
masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bahan mefaJui Tanya
Jawab (wawancara). Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan
bertanya langsung kepada yang diwawancarai (Soemitro, 1994:57).

Dalam hal ini studi lapangan diperoleh melalui Tanya jawab (wawancara)

dan penjelasan langsung dari pihak vyang terkait yaitu Bapak Agus Sri


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Budianto,S.H. selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran hak dan Informasi Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi 1ni
adalah metode Deskriptif Kualitatif Metode Deskriptif Kualitatif adalah suatu
metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran
singkat atau bahan hukum yang diperlukan dari suatu studi kepustakaan dengan
tidak didasarkan pada bilangan-bilangan statitistik (Soemitro, 1990 38).

Pembahasan dalam skripsi ini menitik beratkan pada pendekatan yuridis
normatif maka sistem analisis yang dipakai lebih mengarah pada pemecahan
masalah atas dasar bahan hukum dan kerangka teori hukum serta kaidah hukum
positif yang berlaku di masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode
deduktif yaitu metode yang berangkat dari masalah yang bersifat umum menuju

kemasalah-masalah yang bersifat khusus.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. GATRA KANAKA HARUM vyang berkedudukan di Malang
mempunyai sebidang tanah seluas 22.121 m? dengan sertipikat Hak Guna
Bangunan No : 190/Ambulu yang terletak di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 22 Januan 1996 PT
GATRA KANAKA HARUM menjual sebagian dari tanah tersebut kepada TUAN
ASMARA seluas 86 m? dengan akta jual beli No. 10/Ambulu/1/1996 yang dibuat
oleh PPAT Agung Cahyo Kuncoro, S.H. Notaris di Jember. Kemudian TUAN
ASMARA mendapatkan sertipikat Hak Guna Bangunan dari pemisahan Hak
Guna Bangunan No.190/Ambulu atas nama PT. GATRA KANAKA HARUM
yang berkedudukan di Malang yaitu sertipikat Hak Guna Bangunan No.
388/Ambulu . Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diterbitkan tanggal 3 Juh
1996 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang disahkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Drs. SUWARDI HENDRO MARTONO
dengan NIP 010 048 502.

Pada tanggal 28 Februari 2005 tanah TUAN ASMARA dijual kepada
TUAN  RONNY  KHARMAEN  dengan  akta jual  beli  No.
105/AJB/03.ABL/1I/2005 yang dibuat oleh PPAT ABBAS SAID BAUZIR,S.H.
dengan luas 86 m? (luas Keseluruhan). Kemudian pada tanggal pembelian itu juga
(28 Februari 2005) tanah Hak Guna Bangunan No. 388 tersebut didaftarkan
menjadi Hak Milik oleh TUAN RONNY KHARMAEN di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember, kemudian pada tanggal 24 maret 2005 dengan keputusan
Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/1998
Tanggal 22 Januari 1998, Hak Guna Bangunan tersebut hapus dan diubah
menjadi Hak Milik dengan No. Sertipikat Hak Milik 1386/Ambulu .
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2.2 Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan beberapa dasar hukum
yang berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini yaitu berupa peraturan-peraturan
yang mengatur mengenai Prosedur pemberian sertifikat Hak Milik atas tanah
untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan, diantaranya yaitu -

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrania :

a. Pasal 2 ayat (1), Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamya
itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat.

b. Pasal 6, Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

¢. Pasal 16 ayat (1), Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal

4 ayat (1) adalah :

1) Hak Milik;

2) Hak Guna Usaha;

3) Hak Guna Bangunan;

4) Hak Pakai;

5) Hak Sewa;

6) Hak Membuka Tanah:;

7) Hak Memungut Hasil Hutan;

8) Hak lain-lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

d. Pasal 20 ayat (1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat
ketentuan dalam pasal 6.

¢. Pasal 20 ayat (2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

3. Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
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a. pasal 5 ayat (1), Setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati

dan/atau menikmati dan/memiliki rumah yang layak dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pasal 7 ayat (1), setiap orang atau badan yang membangun rumah atau

perumahan wayjib :

1) Mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;

2) Melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan
rencana pemantauan lingkungan;

3) Melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan
lingkungan

Pasal 8 Setiap pemilik rumah atau yang dikuasakannya wajib :

1) Memanfaatkan rumah sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya
sebagai tempat tinggal atau hunian:

2) Mengelola dan memelihara rumah sebagaimana mestinya.

Peraturan-Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Pasal 25 ayat (1), Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah

a.

Pasal 9 ayat (1)

a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai:

b) Tanah Hak Pengelolaan:

¢) Tanah wakaf:

d) Hak Milik atas satuan rumah susun;

e) Hak Tangungan;

f) Tanah Negara.

Pasal 9 ayat (2), dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan
dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara
dalam daftar tanah.

. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

. Pasal 10 ayat (2), Besarnya tarif pemeriksaan tanah dalam bentuk laporan
konstatasi dihitung dengan rumus : T= 50%x(nxax2U);

- Pasal 13 ayat (2), Biaya transportasi dibebankan kepada pemohon yang
besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
kabupaten/kota yang bersangkutan

. Pasal 16 ayat (2), Uang Pemasukan dalam rangka pemberian Hak Milik
yang berasal dari Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang belum habis
jangka waktunya :
a. Tanah Pertaman
Sisa JW HGB/Hp
2% (NPT-NPPTTKUP)- ( x UPHGB/HP.s) x 50%
JW HGB?HP.s
b. Tanah non Pertanian
Sisa JW HGB/HP
2% (NPT-NPTTKUP) ( x UP HGB/HP.s) x 50%
JW HGB/Hp.s

. Pasal 16 ayat (3), Uang pemasukan dalam rangka pemberian Hak Milik
yang berasal dan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah berakhir
Jangka waktunya dan belum lewat dari satu tahun :
a) Tanah Pertanian :
2% (NPT-NPTTKUP) x 60%

b) Tanan non Pertanian :
2% (NPT-NPTTKUP) x 60%

. Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002, Uang
pemasukan dalam rangka pemberian Hak Milik yang berasal dari Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah berakhir jangka waktunya
sebelum lewat tiga tahun :
a) Tanah Pertanian :

2% (NPT - NPTTKUP) x 75%

b) Tanah non Pertanian :
2% (NPT - NPTTKUP) x 75%

Pasal 16 ayat (5), Uang pemasukan dalam rangka pemberian Hak Milik
yang berasal dari Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah berakhir
Jangka waktu lebih dari tiga tahun -
a) Tanah Pertanian :

2% (NPT - NPTTKUP)

b) Tanah non Pertanian :
2% (NPT - NPTTKUP)
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7. Keputusan Menten1 Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9
Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah sangat
sederhana (RSS) dan rumah sederhana (RS)

Pasal 2, Pemberian Hak Milik bagi tanah untuk RSS dan RS:
(1) Dengan Keputusan im :

a) Hak Guna Bangunan atas tanah untuk RSS dan RS diatas tanah
negara, termasuk diatas tanah hak pengelolaan kepunyaan
perseorangan Warga Negara Indonesia, atas permohonan
pemegang hak, atau kuasanya diubah menjadi Hak Milik.

b) Tanah untuk RSS dan RS diatas tanah hak pengelolaan kepunyaan
perseorangan Warga Negara Indonesia yang belum dipunyai
dengan Hak Guna Bangunan diberikan dengan Hak Milik.

(2) Untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dan
perolehan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pendaftarannya permohon wajib membayar uang administrasi kepada
negara sebesar Rp 10000 dan sumbangan pelaksanaan landreform
sebesar Rp 5000 dan biaya pendaftaran sesuai ketentuan peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1992.

8. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.15
Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas
tanah untuk rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (RS)

Pasal 3 ayat (1), Permohonan pendaftaran perubahan Hak Guna Bangunan

menjadi Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a

diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan disertai

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimohon untuk diubah menjadi Hak
Milik;

2) Akta jual beli atau surat perolehan mengenai tanah beserta rumah yang
bersangkutan;

3) Surat persetujuan dari pemegang hak tanggungan apabila tanah tersebut
dibebani hak tanggungan;

9. Kepu}usan Menten Negara Agraria’/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1
Tahun 1998 tentang Perluasan pemberian Hak Milik atas tanah untuk RSS/RS
menurut Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9
Tahun 1997

a. Pasal 2 ayat (1), Memperluas permohonan Hak Milik atas tanah untuk
RSS/RS menurut Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
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Nasional No.9 Tahun 1997 sehingga meliputi tanah Hak Guna Bangunan
untuk RSS/RS diatas tanah negara dan tanah hak pengelolaan kepunyaan
perorangan Warga Negara Indonesia yang telah habis jangka waktunya.

b. Pasal 2 ayat (2), Pendaftaran Hak Milik atas tanah RSS/RS yang Hak
Guna Bangunannya sudah habis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
dan diproses sesuai ketentuan dalam keputusan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Tanah dan Hak atas Tanah

Dalam hukum tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis,
sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang
Pokok Agraria. Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis
adalah permukaan bumi sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian
tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang
dan lebar.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), tanah adalah:

I. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali:

Keadaan bumi disuatu tempat;

Permukaan bumi yang diberi batas;

oW

Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu ( pasir, cadas, napal
dan sebagainya)
Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan
umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasal sacara
fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya
kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa
menguasainya secara fisik atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain
tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridis,
berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara
fisik kepadanya.

Dalam hukum tanah kita, dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak
memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik.

Kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada

pada pemilik tanah. Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai

berbagai “Hak Penguasaan atas Tanah”.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 16 ayat (1) misalnya diatur

dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah

dalam Hukum Tanah Nasional kita, yaitu:

I Hak bangsa Indonesia, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi,
beraspek perdata dan publik;

2. Hak menguasai dari negara, semata-mata beraspek politik;

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat, beraspek perdata dan publik;

4. Hak-hak perseorangan atau individu, semuanya beraspek perdata, terdiri
atas :
a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara

langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa;

b. Wakaf, yaitu hak milik yang diwakafkan;
¢. Hak jaminan atas tanah yang disebut “Hak Tangungan™.
Didalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Bahwasannya

“hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) atas dasar

hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain serta badan-badan hukum ialah -

1.

R i R e

Hak Milik;

Hak Guna Usaha;

Hak Guna Bangunan;

Hak Pakai;

Hak Sewa;

Hak membuka tanah;

Hak memungut hasil hutan;
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8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Biarpun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah
berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “sesuatu” yang boleh,
wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah
yang menjadi kriterium atau pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah

yang diatur dalam hukum tanah.

2.3.2 Pengertian Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA
yaitu tanah memiliki fungsi sosial. Hak Milik adalah hak yang turun temurun,
terkuat dan terpenuh. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
(UUPA pasal 20 ayat (1) dan (2)).

Turun temurun artinya Hak Milik tidak hanya berlangsung selama
hidupnya orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya
apabila pemiliknya meninggal dunia.

Terkuat, artinya :

a. Jangka waktu Hak Milik tidak terbatas. Jadi berlainan dengan Hak Guna
Usaha atau Hak Guna Bangunan, yang jangka waktunya tertentu.

b. Haknya terdaftar dengan adanya “Tanda Bukti Hak” : Hak Milik Juga hak
yang kuat karena terdaftar dan pemiliknya diberi “tanda bukti hak” Berarti
mudah dipertahankan terhadap pihak lain.

LY

Terpenuh artinya : 4
a. Hak Milik itu memberi wewenang kepada pemiliknya, yang paling luas jika
dibandingkan dengan hak yang lain;
b. Hak Milik bisa merupakan induk daripada hak-hak lainnya. Artinya seorang
pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang

kurang daripada Hak Milik : menyewakan, membagihasilkan, menggadaikan,
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menyerahkan tanah itu kepada orang lain dengan Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai.
c. Hak Milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, Karena Hak Milik
adalah hak yang paling penuh. Sedangkan hak-hak yang lain itu kurang penuh.
d. Dihhat dari peruntukkannya Hak Milik juga tak terbatas. Sedangkan Hak
Guna Bangunan untuk keperluan bangunan saja, Hak Guna Usaha terbatas
hanya untuk keperluan usaha pertanian, sedangkan Hak Milik bisa untuk
usaha pertanian dan bisa untuk bangunan.
Selama tidak ada pembatasan-pembatasan dari pihak penguasa, maka
wewenang dari seorang pemilik, tidak terbatas. Seorang pemilik bebas dalam
mempergunakan tanahnya seperti kita ketahui, pembatasan itu ada yang secara
umum yang berlaku terhadap seluruh masyarakat, diantaranya yang
dirumuskan dalam pasal 6 UUPA yaitu : “Semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial”.
Dan pasal-pasal mengenai Hak Milik dalam Undang-Undang Pokok
Agrana kita dapat sebutkan ciri-cirinya sebagai berikut
I. bila diperlukan dapat dijadikan jaminan hutang, dengan dibebani
hipotik atau credittverband. Hanya Hak Milik, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Guna Usaha yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan
pembebanan hipotik atas creditverband itu.
2. boleh digadaikan.
Hak Milik dapat digadaikan. Tanah yang digadaikan itu tidak dijadikan
jaminan hutang, meskipun ada hutang, tetapi tanahnya diserahkan
kepada kekuasaan pemegang gadai. Si pemegang gadai berwenang
mengusahakan tanah itu dan mengambil hasilnya. Jadi, berbeda
dengan hipotik rumah, gadai bukanlah hak jaminan Orang yang
memegang gadai dapat menyewakan atau membagihasilkan kepada
orang lain, dengan demikian ia mendapat hasil dari tanah itu. Hak
gadai bukan hak jaminan tetapi hak atas tanah.
3. Hak Milik dapat dialihkan kepada orang lain. Pengalihan Hak Milik
boleh dengan jual beli, hibah wasiat, tukar menukar, dan lain-lain.
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4. Hak Milik dapat dilepaskan dengan suka rela. Maksud dari dilepaskan
itu, 1alah supaya pihak lain yang membutuhkan tanah itu dapat
memohon hak yang sesuai baginya. Pelepasan dan permohonan itu
ditujukan kepada pemerintah.

5. Hak Milik dapat diwakafkan. Perwakafan ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah No.28 Tahun 1977 yang menyebabkan Hak Milik dapat
diwakafkan ialah karena jangka waktunya yang tidak terbatas.

Yang boleh mempunyai Hak Milik vaitu :
Warga Negara Indonesia;

b. Badan-badan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. Orang asing yang setelah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh Hak

Milik karena warisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena
perkawinan, dan begitu pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak
Milik  dengan setelah berlakunya Undang-Undang ini, kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1
tahun.
Sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangannya kewarganegaraannya itu,
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan
maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung.

d. Selama seseorang disamping Warga Negara Indonesia mempunyai
kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak
Milik.

Pada prinsipnya hanya warga nagara Indonesia tunggal yang yang boleh
mempunyai tanah dengan Hak Milik (pasal 21 ayat (1) jo ayat (4) Undang-
Undang Pokok Agraria). Hak Milik hanya boleh dipunyai orang, baik sendiri-
sendinn maupun bersama dengan orang lain. Badan hukum tidak boleh
mempunyai tanah dengan Hak Milik (pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pokok
Agraria), kecuali yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah. Badan-badan
hukum yang dapat yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik sebagaimana
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dimaksud dengan pasal 21 ayat (2) ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 38
Tahun 1963, yaitu :
1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara;
2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirika berdasarkan

Undang-Undang nomor 76 tahun 1958

3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri

setelah mendengar Menteri Agama; ,

4. Badan-badan social yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Hak Milik yang dapat dipiunyai oleh bank hanya merupakan tempat
mendirikan kantor dan perumahan pegawainya. Tanah lainya misalnya, untuk
lapangan bola atau gedung pertemuan, hanya boleh dihaki dengan Hak Guna
Bangunan.

Hak Milik hapus menurut pasal 27 UUPA apabila :

a. Tanahnya jatuh kepada Negara :
a. Karena pencabutan hak;
b. Karena penyerhan dengan sukarela oleh pemiliknya;
¢. Karena diterlantarkan;
d. Ketentuan pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang
Pokok Agrarnia.
b. Tanahnya musnah.

Sebab-sebab dari jatuhnya tanah Hak Milik Kepada Negara yang
disebutkan itu tidak bersifat limitative, karena kita mengetahui masih ada sebab-
sebab lain. Hak Milik juga bias hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara jika
terjadi pelangaran terhadap ketentuan-ketentuan landreform yang pembatasan
maksimum serta larangtan pemilikan tanah pertanian absente. Hapunya Hak Milik
karena tanahnya diterlantarkan, terjadi jika dengan sengaja tidak dipergunakan
sesual dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya. Hak Milik Jjuga
menjadi hapus jika tanahnya jatuh kepada Negara karena diserahkan dengan
sukarela oleh pemiliknya. Biasanya penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan
tujuan agar kemudian diberikan kepada suatu pihak tertentu dengan hak tanah
yang baru. Hapusnya Hak Milik yang disebabkan karena diserahkan dengan
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sukarela pemiliknya terjadi sejak saat yang diperjanjikan dalam akta pembebasan
atau akta melepaskan haknya , yaitu sebagai mana telah diuraikan dimuka pada

saat lahirnya hak baru yang diberikan kepada pihak yang membebaskan.

2.3.3 Pengertian Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan Jangka waktu tertentu.
Sebagai suatu hak atas tanah maka Hak Guna Bangunan memberi wewenang
kepada yang mempunyainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.
Berlainan dengan Hak Guna Usaha, Maka pengunaan tanah yang dipunyainya
dengan Hak Guna Bangunan itu bukan untuk usaha pertanian, melainkan untuk
bangunan. Oleh karena itu baik tanah Negara maupun tanah milik seseorang atau
badan hukum dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan.

Sungguhpun khusus diperuntukan mendirikan bangunan, namun hal itu
tidak berarti bahwa diatas tanah tersebut yang empunya hak tidak diperbolehkan
menanam sesuatu, memelihara ternak atau mempunyai kolam untuk memelihara
ikan, asal tujuan pengunaan tanahnya yang pokok adalah untuk bangunan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang dapat menjadi
pemegang Hak Guna Bangunan adalah :

a. Warga Negara Indonesia;
b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.

40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

Pakai Atas Tanah).

Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dalam Jangka waktu satu tahun wajib
melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang
memenuhi  syarat. Apabila dalam jangka waktu satu tahun haknya tidak
dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum (Pasal 20 ayat (1) dan
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ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah).

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah -

a. Tanah Negara;

b. Tanah Hak Pengelolaan:;

c¢. Tanah Hak Milik;

Hak Guna Bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan
pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan Hak Guna
Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian
hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak
Pengelolaan dan ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan
pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dan atas tanah Hak
Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri (pasal 21 dan pasal 22
ayat (1), (2) dan (3)). Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan
untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk
Jangka waktu paling lama dua puluh tahun. Sesudah jangka Hak Guna Bangunan
dan perpanjangannya berakhir kepada bekas pemegang hak dapat diberikan
pembaharuan Hak Guna Bangunan diatas tanah yang sama. (pasal 25 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah).

2.3.4 Pengertian Sertipikat Hak milik atas Tanah

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dalam pasal 19 ayat
(2) huruf ¢ Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ tersebut
berbunyi : “Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat”. Sertifikat adalah akibat hukum dari didaftarkannya suatu
Hak Milik atas tanah.

Sertipikat adalah salinan buku tanah yang dijadikan satu dengan surat ukur
atau gambar situasi tanah yang diben sampul khusus (Perangin, 1991 a: 32).
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Sertipikat tanah adalah salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang
kemudian dijilid menjadi satu diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan. Sertifikat tanah yang diberikan tersebut adalah
akibat adanya perbuatan hukum pendaftaran hak atas tanah sebagaiman yang telah
diatur dalam pasal 19 ayat (1) jo pasal 23, pasal 32, pasal 38 UUPA serta pasal 1
Peraturan Menteri Agrana dan selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah oleh Kantor
Agraria Kabupaten atau kotamadya setempat (Effendy, 1993 a : 25).

Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, yang termuat
didalamnya sepanjang kedua data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. (Harsono, 1999 : 464).

Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan itu dibuatkan salinan dari buku tanah
yang bersangkutan. Untuk menguraikan tanahnya dibuatkan surat ukur. Salinan
buku tanah itu dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan
suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan, disebut
sertifikat (Perangin, 1996 : 107).

Hak milik atas tanah merupakan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUPA adalah
hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh. Turun temurun artinya
Hak Milik atas tanah tersebut dapat terus-menerus diturunkan kepada ahli waris
pemegangnya. Sedangkan istilah terkuat dan terpenuh artinya bahwa Hak Milik
atas tanah tersebut hak paling kuat dan paling penuh jika dibandingkan dengan
hak-hak atas tanah lainnya. Namun bukan berarti Hak Milik atas tanah itu bersifat
mutlak dan tidak terbatas serta tidak dapat diganggu gugat karena Hak Milik atas
tanah juga mempunyai fungsi sosial seperti hal-hal atas tanah lainnya.

Sertipikat Hak Milik atas tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah
yang‘ tidak dapat ditentukan berapa lama dan berakhirnya, karena Hak Milik itu
dapat diberikan secara turun-temurun.

Alas hak adalah dasar diterbitkannya suatu sertifikat seiring menjadi
masalah utama khususnya mengenai status kepemilikan selain letak batas
pemilikan yang pada umumnya diwaktu lalu yang tidak lengkap.
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D1 dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, bukti kepemilikan tanah
mulai yang diperlukan sebagai alas hak atau dasar penerbitan sertifikat. Alas hak
merupakan data yuridis yang merupakan bukti yang dijadikan dasar penerbitan
sertifikat oleh kantor pertanahan.

Ada 3 (tiga) jenis alas hak untuk penerbitan sertifikat, yaitu -

I. Alas hak yang dianggap sebagai surat bukti kepemilikan tanah untuk konversi
tanah bekas adat, berupa pethok pajak bumi, girik, pipil, petitir dan salinan
dari buku c desa yang diberikan kepada pemilik tanah sebelum 24 September
1960. alas hak ini oleh instansi pemerintah pemungut pajak tanah.Pethok atau
girik ini untuk dapat dijadikan alas hak harus dilengkapi dengan surat
keterangan kepala desa tentang kebenaranya status hak tanah dan
kepemilikanya.

2. Alas hak berupa surat keputusan pemberian hak atas tanah Negara yang
diterbitkan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional.

3. Alas hak berupa surat keputusan pengakuan hak bekas Hak Milik adat
(Harsono, 1998 : 31).

Adapun hal-hal yang dapat dibuktikan dalam sertipikat Hak Milik atas
tanah tersebut adalah :

. Jenis hak atas tanah;

Pemegang hak;

1
2
3. Keterangan fisik tentang tanah;
4. Beban diatas tanah;
5. Peristiwa hukum yang terjadi di tanah (Harsono,1998 : 81)
Dari uraian diatas jelaslah apabila seseorang memiliki sertifikat akan
terjamin kepastian haknya atas tanah yang dimilikinya. Sebab apabila terjadi
penguasaan atas tanah H_ak Miliknya maka pemilik tanah dapat mengadakan

reaksi penuntutan kepada sipengangu berdasarkan Hak Miliknya itu.

2.3.5 Pengertian Rumah tinggal
Rumah Tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal
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.atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari ganguan iklim dan
makluk hidup lainya, rumah tinggal juga merupakan tempat awal pengembangan
kehidupan dan penghidupan keluarga, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi,
dan teratur serta dapat berfungsi sebagai mana dapat diharapkan (pasal 1 angka
(1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman dan
Penjelasan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 T entang
Perumahan dan Pemukiman).

Setiap warga Negara mempunyai hak untuk menempati  dan/atau
menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat,
aman, serasi, dan teratur. Setiap warga Negara juga mempunyai kewajiban dan
tangung jawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan
pemukiman dan setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan
wajib :

a. Mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif:

b. Melakukan pemantauan lingkungan vang terkena dampak berdasarkan
rencana pemantauan lingkungan;

¢. Melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan
lingkungan. (pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang

Perumahan dan Pemukiman.

Setiap pemilik rumah atau yang dikuasakannya wajib :

a. Memanfaatkan rumah sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya
sebagai tempat tinggal atau hunian;
b. Mengelola dan memelihara rumah sebagaimana mestinya.(pasal 8 Undang

No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman).
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BAB II1
PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pemberian Sertipikat Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah
Tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan

Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan
dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuk guna mengatur, mengurus,
menyelenggarakan dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan dari seluruh
rakyat Indonesia. Demikian pula halnya dengan pengaturan, pengurusan,
penyelenggaraan serta penyelesaian pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang
angkasa adalah sepenuhnya diserahkan kepada Negara sebagai organisasi
kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya yang merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa
kepada rakyat Indonesia adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Landasan yuridis konstitusional dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Azas penguasaan oleh Negara atas bumi, air serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya, untuk selanjutnya oleh Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 dijabarkan lagi yakni bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam
yang terkandung didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara.

Kekuasaan Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945 jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Aér_aria tersebut
diatas adalah kekuasaan Negara atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan
alam yang terkandung didalamnya. Kekuasaan ini adalah meliputi juga antara lain
kekuasan atas tanah, baik yang belum ada pemegang haknya maupun yang sudah
ada pemegang haknya. Oleh karena itu setiap pemegang hak atas tanah tidaklah
luput dan hak penguasaan Negara. Negara dalam hal-hal tertentu demi untuk

22
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kepentingan umum berwenang untuk mencabut atau melakukan pembebasan hak
atas tanah yang dipunyai seseorang atau badan hukum dengan memberikan ganti
ruga yang layak kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan atas hak menguasai Negara sebagaimana diatur
dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Pokok Agraria menentukan bahwa adanya beberapa macam hak-hak atas
tanah yang dapat diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang dalam pasal
16 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan antara lain Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. (Bachtiar
Efendie,S.H. 1993 : 39)

Masing-masing hak atas tanah yang terdapat dalam pasal 16 Undang-
Undang Pokok Agraria tersebut kecuali Hak Milik memiliki batas waktu
penguasaan atas tanah misalnya Hak Guna Bangunan, didalam pasal 25 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Bahwa Hak Guna Bangunan diberikan
untuk jangka waktu paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk
Jangka waktu paling lama dua puluh tahun. Sedangkan Hak Milik itu merupakan
hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan
Hak Milik itu dapat beralih dan dialihkan. (Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960).

Demi menjamin kelangsungan hak atas tanah yang kita miliki, apalagi
tanah itu merupakan tanah untuk rumah tinggal maka sudah menjadi suatu
kewajiban bagi kita untuk meningkatkan status hak atas tanah untuk rumah
tinggal kita menjadi Hak Milik agar kelangsungan hak atas tanah untuk rumah
tinggal kita tidak terbatas dan dapat berlaku untuk selamanya.

Menurut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur No. SK. 108.35/2004 tanggal 24 September 2004
tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan (SPOPP) dengan
berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Peraturan Menteri
Agraria No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 46
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Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, PERMENAG/KBPN No. 3 Tahun
1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah Negara, PERMENAG/KBPN No. 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan dan KEPMENAG/KBPN No. 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, prosedur pemberian
Sertifikat Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna
Bangunan adalah sebagai berikut :
Persyaratan
A. Keterangan Diri Pemohon -
1. Identiras pemohon berupa fotokopi KTP dan KSK yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;
2. Surat kuasa jika dikuasakan.
B. Keterangan Data Fisik Tanah -
Surat Ukur/Gambar Situasi/Peta Bidang Tanah
Catatan :
1. Surat Ukur/Gambar Situasi bagi tanah yang sudah ada Surat Ukur/Gambar
Situasi;
2. Peta Bidang digunakan jika dilakukan pengukuran ulang.
C. Keterangan Data Yuridis :
1. Fotokopi Sertifikat yang dilegalisir oleh Kantor Pertanahan setempat;
2. Fotokopi bukti perolehan (jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan);
3. Fotokopi risalah lelang yang dikeluarkan dan dilegalisir pejabat yang
berwenang;
4. Fotokopi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang
dilegalisir pejabat yang berwenang;
5. Surat/Akta pelepasan haknya;
6. Surat pernyataan persetujuan pihak penjamin Jika sertifikat dijaminkan,
Jika haknya belum berakhir;
7. Surat pernyataan tentang jumlah pemilikan tanah:
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8. Fotokopi IMB atau surat keterangan dari Kepala Desa /Lurah tentang
pengunaan untuk rumah tempat tinggal yang dilegalisir pejabat yang
berwenang;

9. Fotokopi SPPT-PBB tahun terakhir;

10. Bukti pelunasan BPHTB dan telah mendapatkan pengesahan;

I'1. Bukti Pelunasan Pajak Penghasilan (pph) yang subjeknya ada perubahan.

12. Surat pernyataan tidak sengketa.

D. Biaya :

L.

Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan tanah dalam bentuk laporan konstatasi
dihitung dengan rumus

T=50% x (nxax2u)
(Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002)
Uang pemasukan dalam rangka pemberian Hak Milik yang berasal dari Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai yang belum habis jangka waktunya :
a. Tanah Pertanian

Sisa JW HGB/Hp

2% (NPT-NPPTTKUP)- ( x UPHGB/HPs) x 50%
JW HGB?HP.s
b. Tanah non Pertanian
Sisa JW HGB/HP
2% (NPT-NPTTKUP) ( x UP HGB/HPs) x 50%
JW HGB/Hp.s

(Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN).
Uang pemasukan dalam rangka pemberian Hak Milik yang berasal dari Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah berakir jangka waktunya dan
belum lewat dan satu tahun :
a. Tanah Pertanian :

2% (NPT-NPTTKUP) x 60%
b. Tanan non Pertanian :

2% (NPT-NPTTKUP) x 60%
(Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tanf
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN).
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4. Uang pemasukan dalam rangka pemberian Hak Milik yang berasal dari Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah berakhir jangka waktunya sebelum
lewat tiga tahun :

a. Tanah Pertanian :
2% (NPT - NPTTKUP) x 75%
b. Tanah non Pertanian :
2% (NPT - NPTTKUP) x 75%
(Pasal 16 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN).

5. Uang pemasukan dalam rangka pemberian Hak Milik yang berasal dari Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah berakhir jangka waktu lebih dari
tiga tahun :

a. Tanah Pertanian :
2% (NPT - NPTTKUP)
b. Tanah non Pertanian :
2% (NPT - NPTTKUP)
(Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN).

6. Biaya transportasi dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikabupaten/kota yang bersangkutan.
(pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarnif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN).

Keterangan :

1. T = Tarif pemeriksaan tanah

2.n = Klasifikasi luas tanah yang dimohon

3.a = Jumlah anggota panitia

4. U = Upah minimum Propinsi atau upah minimum Kabupaten/Kota

5.2 = Nilai konstan yang merupakan perbandingan antara pendapatan trampil

suatu perusahaan dan atau perbandingan antara pendapatan Pegawai Negeri
Sipil Golongan 1 masa kerja 0 (nol) tahun dengan Pegawai Negeri Sipil

Golongan I Senior atau Golongan III dengan masa kerja 4 (empat) tahun
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6. NPT = Nilai Perolehan Tanah

7. NPTTKUP = Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan (Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa
Timur No. SK. 108.35/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Standart
Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan (SPOPP))

Untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan
kepastian kelangsungan hak atas tanah yang dipergunakan untuk rumah tinggal
khususnya tanah kapling kecil yang kebanyakan dipunyai masyarakat golongan
ekonomi lemah telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1997 Jis No. 15 Tahun 1997 dan
No.1 Tahun 1998 yang memberikan kebijaksanaan Hak Milik atas tanah untuk
rumah sederhana/rumah sangat sederhana yang merupakan ketentuan khusus yang
berhubungan dengan pemberian Hak Milik atas tanah. Untuk dapat memperoleh
hak atas tanah tersebut harus memenubhi tiga (3) kriteria, yaitu :

a. Adanya harga perolehan tanah dan rumah.
Apabila atas sebidang tanah tersebut sudah dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan, nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan rumah tersebut tidak lebih dari Rp 30 Juta. Yang dimaksud harga
perolehan adalah harga yang dibayar oleh pemegang hak terakhir (pemohon
perubahan hak) untuk memperoleh rumah dan tanah yang bersangkutan.
Harga perolehan ini dapat dilihat dari akta jual beli rumah dan tanah yang
bersangkutan. NJOP PBB dapat dilihat dari Surat Pemberitahuan PBB tahun
terakhir. Apabila permohonan perubahan hak itu diajukan dalam bulan yang
SPT PBB tahun yang bersangkutan belum disampaikan oleh Kantor Pajak
maka NJOPnya dilihat dari SPT PBB tahun sebelumnya. Apabila untuk
bidang tanah yang bersangkutan belum dipungut PBB tersendiri, maka kriteria
mengenai NJOP tidak dipergunakan dan nilai tanah dan rumah cukup
ditentukan oleh harga perolehannya.

b. Luas tanah tidak lebih dari 200 m?.
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¢. Knteria ini dapat dilihat dari sertipikat Hak Guna Bangunan yang
bersangkutan atau kalau belum ada sertifikatnya dapat dilihat dari akta jual
belinya.
d. Diatasnya telah dibangun rumah dalam rangka pembangunan massal.
Artinya tanah tersebut tidak merupakan kapling kosong melainkan sudah ada
rumah diatasnya yang dibangun dalam rangka pembangunan massal atau
komplek perumahan, misalnya :
1) Perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk dijual kepada
masyvarakat;
2) Perumahan yang dibangun oleh instansi pemerintah untuk pegawainya;
3) Perumahan yang dibangun perusahaan untuk pegawainya;
4) Perumahan yang dibangun koperasi untuk anggotanya;
5) Perumahan yang dibangun oleh yayasan untuk melaksanakan maksud dan
tujuan yayasan;

Kriteria ini dapat dilihat dari akta jual beli tanah dan rumah yang
bersangkutan atau dokumen lain yang menyertai jual beli. Kemudahan dari
pelaksanaan ketentuan ini terletak pada tidak diperlukan keterangan lain dari yang
sudah disyaratkan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lapangan, termasuk
keterangan dan pemeriksaan mengenai jenis maupun keadaan rumah yang
bersangkutan.

Peraturan tersebut memberikan kemungkinan bagi pemilik rumah yang
memenuhi kategori tersebut untuk mengajukan permohonan perubahan status hak
atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dengan ketentuan -

1. Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah
sederhana diatas tanah negara, termasuk diatas tanah hak pengelolaan,

_ kepunyaan perseorangan Warga Negara Indonesia, atas permohonan
pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi Hak Milik;

2. Tanah untuk rumah sangat sederhana dan rumah sederhana diatas hak
pengelolaan kepunyaan perseorangan Warga Negara Indonesia yang belum
dipunyai dengan Hak Guna Bangunan diberikan Hak Milik
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Syarat untuk mengurus Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik ada 2

I. Pemohon wajib membayar uang administrasi kepada Negara sebesar Rp

10000;

2. Pemohon membayar sumbangan pelaksanaan landreform sebesar Rp 5000.

Pengajuan permohonan pendaftaran perubahan Hak Guna Bangunan

menjadi Hak Milik harus diajukan kepada Kepala kantor Pertanahan setempat

dengan disertai :

1.

Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimohon untuk diubah menjadi Hak
Milik;

Akta Jual Beli atau surat perolehan mengenai rumah beserta tanah yang
bersangkutan;

SPT PBB terakhir, apabila atas bidang tanah tersebut sudah dikenakan PBB
tersendiri;

Surat persetujuan dani pemegang Hak Tanggungan, apabila tanah tersebut
dibebani Hak Tangungan.

Dengan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan mendafiar

perubahan status tanah Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dengan

memberikan catatan dengan tinta merah atau cap pada halaman pendaftaran

peralihan hak dalam buku tanah Hak Guna Bangunan yang bersangkutan dan

sertifikatnya serta pada daftar umum lainya. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (5)

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1997
tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS)
dan Rumah Sederhana (RS) sebagai berikut :

DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR.. ... TANGGAL.....HAK
GUNA BANGUNAN NOMOR...... DESA.... DENGAN UANG
ADMINISTRASI ~ SEBESAR ~ Rp.  10000; DAN  SUMBANGAN
PELAKSANAAN LANDREFORM Rp. 5000;.

Dengan pencantuman tersebut semua sebutan Hak Guna Bangunan beserta

nomornya didalam buku tanah, sertifikat, dan daftar umum lainya dicoret dan

diganti dengan sebutan Hak Milik dengan nomornya.
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3.2 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas
Tanah untuk Rumah Tinggal yang Berasal dari Hak Guna Bangunan
Pada Kantor Pertanahan Kabu paten Jember
Sebidang tanah yang digunakan sebagai rumah tinggal dengan status Hak

Guna Bangunan mutlak harus diubah menjadi hak milik agar memiliki kepastian

hukum. Selain itu manfaat lain yang dapat dintkmati adalah bahwa pemegang hak

milik tidak perlu melakukan perpanjangan lagi karena hak ini berlaku selamanya

(Jurnal Studi Indonesia. Maret 2005).

Jadi apabila seseorang itu memiliki tanah untuk rumah tinggal dengan
status Hak Guna Bangunan Maka harus segera dirubah atau melakukan
peningkatan hak atas tanahnya menjadi Hak Milik, mengingat rumah adalah
merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian
yang digunakan manusia untuk berlindung dari ganguan iklim dan mahkluk hidup
lainnya, rumah juga merupakan awal tempat pengembangan kehidupan dan
penghidupan keluarga, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
Dengan kata lain rumah merupakan kebutuhan pokok manusia dalam menjalani
kehidupan ini. (Pasal 1 angka 1 dan Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman).

Menurut Bapak Agus Sri Budianto, Kepala Sub Seksi Pendafiaran Hak
dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasarkan hasil wawancara
tanggal 26 Agustus 2005, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
penerbitan sertifikat hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari
hak guna bangunan yaitu berasal dari para pemilik Hak Guna Bangunan itu
sendiri antara lain :

1. Terlalu banyaknya prosedur yang hiir_us dipenuhi.
ketika yang bersangkutan mengurus proses perubahan hak, harus melalui
beberapa tahap. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ada empat tahap dalam
pengurusan proses sertifikasi yaitu

a. mengisi formulir perubahan HGB menjadi HM;
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b. menyerahkan formulir dan semua persyaratan yang diperlukan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten;

¢. membayar biaya perubahan sebesar Rp. 25.000 :

d. menunggu paling lama 30 hari hingga perubahan itu selesai diproses.

Letak Kantor Pertanahan yang terlalu jauh.

Faktor ini memang menjadi kendala bagi yang ingin mengurus perubahan

HGB menjadi Hak Milik. Letak Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang

telalu jauh, meskipun sebenarnya jarak tempuh dari Ambulu hanya sekitar 20

kilo hal ini dirasakan terlalu jauh bagi masyarakat Ambulu yang akan

mengurus peningkatan status hak atas tanahnya menjadi Hak Milik, sehingga

banyak diantara mereka yang mewakilkan pengurusan melalui perantara

sehingga memerlukan biaya yang banyak.

Waktu yang terbatas/sibuk.

Terbatasnya waktu untuk mengurus perubahan HGB menjadi Hak Milik

merupakan salah satu alasan tersendiri, hal ini mengakibatkan mereka enggan

untuk mengurus sendiri. Bila mereka tidak sempat mengurus sendiri

perubahan hak itu maka dimungkinkan meminta bantuan melalui jasa orang

lain atau melalui kantor notaris yang membutuhkan biaya banyak.

Persyaratan yang terlalu banyak.

Mereka menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk merubah

status. HGB menjadi Hak Milik cukup banyak, schingga mereka enggan

melakukan perubahan hak.  Alasan ini muncul karena mereka yang

memperoleh informasi tidak jelas mengenai persyaratan yang diperlukan.

Sebetulnya persyaratan yang diperlukan seharusnya sudah dimilikinya bila ia

telah melunasi KPR-BTN nya. :

Bagi mereka yang sertifikatnya masih jadi agunan dibank B_TN tentunya harus

melunasi pembayaran KPR BTN agar sertifikatnya dapat diajukan

peningkatan hak manjadi Hak Milik. Tentunya hal ini sangat memberatkan

bagi mereka yang akan meningkatkan hak atas tanah untuk rumah tinggalnya.

Tidak tahu selalu menjadi alasan klasik yang masth saja terjadi pada

masyarakat Indonesia.
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Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwasanya sertifikat tanah untuk
rumah tinggalnya itu masih merupakan sertifikat Hak Guna Bangunan yang
memiliki keterbatasan jangka waktu berlakunya yaitu 30 tahun dan dapat
diperpanjang selama 20 tahun jadi masa berlakunya hanya 50 tahun (Pasal 25
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah).

Berdasarkan pada kasus yang terjadi pada Sertifikat Hak Milik No.
1386/Ambulu yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 388/Ambulu
maka sangatlah jelas bahwasanya pemilik pertama yaitu Tuan ASMARA ini tidak
meningkatkan Sertifikat Hak Guna Bangunannya menjadi Hak Milik Karena
beberapa sebab diantaranya adalah karena tidak tahu, letak kantor pertanahan
yang terlalu jauh, terlalu sibuk, mendapat informasi yang tidak Jjelas seperti
persyaratan terlalu banyak, prosesnya berbelit-belit dan lain sebagainya. Hal ini
tentu sangat merugikan para pemilik sertifikat tanah untuk rumah tinggal dengan
Hak Guna Bangunan, karena apabila dijual kepada pihak kedua tentunya harganya
akan selisih jauh apabila sertifikat tanah untuk rumah tinggal tersebut itu sudah
menjadi Hak Milik.

Pada tanggal 28 Februari 2005 tanah TUAN ASMARA dijual kepada
TUAN RONNY KHARMAEN  dengan akta jual beli No.
105/AJB/03. ABL/1I/2005 yang dibuat oleh PPAT ABBAS SAID BAUZIR,S.H.
dengan luas 86 m? (luas Keseluruhan). Kemudian pada tanggal pembelian itu juga
(28 Februari 2005) tanah Hak Guna Bangunan No. 388/Ambulu tersebut
didaftarkan menjadi Hak Milik oleh TUAN RONNY KHARMAEN di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember, kemudian pada tanggal 24 maret 2005 dengan
keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
1/1998 Tanggal 22 Januari 1998, Hak Guna Bangunan tersebut hapus dan diubah‘ g
menjadi hak milik dengan No. Sertifikat hak milik 1386/Ambulu .

Dan kejadian tersebut maka dapat ketahui bahwasanya meningkatkan
status hak atas tanah untuk rumah tinggal dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak
Milik itu sangatlah mudah dan hanya membutuhkan waktu sekitar 30 hari dan
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hanya dengan mengeluarkan biaya Rp. 25000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

saja.

Masih banyak lagi keuntungan yang dapat kita peroleh dengan
peningkatan status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik. Hak Milik adalah
hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang tanah, dengan
mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain (UUPA pasal 20 ayat (1) dan (2)).

Turun temurun artinya Hak Milik tidak hanya berlangsung selama
hidupnya orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya
apabila pemiliknya meninggal dunia.

Terkuat, menunjukkan
a. Jangka waktu Hak Milik tidak terbatas. Jadi berlainan dengan Hak Guna

Usaha atau Hak Guna Bangunan yang Jangka waktunya tertentu.

b. Haknya terdaftar dengan adanya “Tanda Bukti Hak” - Hak Milik Jjuga hak
vang kuat karena terdaftar dan empunya diberi “tanda bukti hak”. Berarti
mudah dipertahankan terhadap pihak lain.

Terpenuh artinya :

a. Hak Milik itu memberi wewenang kepada empunya, yang paling luas Jika
dibandingkan dengan hak yang lain;

b. Hak milik bisa merupakan induk daripada hak-hak lainnya. Artinya seorang
pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang
kurang daripada Hak Milik - menyewakan, membagihasilkan, menggadaikan,
menyerahkan tanah itu kepada orang lain dengan Hak Buna Bangunan atau
Hak Pakai.

¢. Hak Milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, Karena Hak Milik
adalah hak yang paling penuh. Sedangkan hak-hak yang lain itu kurang penuh.

d. Dilihat dari peruntukkannya Hak Milik Juga tak terbatas. Sedangkan Hak
Guna Bangunan untuk keperluan bangunan saja, Hak Guna Usaha terbatas
hanya untuk keperluan usaha pertanian, sedangkan Hak Milik bisa untuk
usaha pertanian dan bisa untuk bangunan.
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Selama tidak ada pembatasan-pembatasan dari pihak penguasa, maka
wewenang dari seorang pemilik, tidak terbatas. Seorang pemilik bebas dalam
mempergunakan tanahnya seperti kita ketahui, pembatasan itu ada yang secara
umum yang berlaku terhadap seluruh masyarakat, diantaranya yang
dirumuskan dalam pasal 6 UUPA yaitu : “Semua hak atas tanah mempunyati
fungsi sosial™.

Dari pasal-pasal mengenai Hak Milik dalam Undang-Undang Pokok

Agraria kita dapat sebutkan ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Bila diperlukan dapat dijadikan jaminan hutang, dengan dibebani hipotik atau
creditverband. Hanya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha
yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan hipotik atas
creditverband itu.

2. Boleh digadaikan.

Hak Milik dapat digadaikan. Tanah yang digadaikan itu tidak dijadikan
jaminan hutang, meskipun ada hutang, tetapi tanahnya diserahkan kepada
kekuasaan pemegang gadai. Si pemegang gadai berwenang mengusahakan
tanah itu dan mengambil hasilnya. Jadi, berbeda dengan hipotik rumah, gadai
bukanlah hak jaminan. Orang yang memegang gadai dapat menyewakan atau
membagi hasilkan kepada orang lain, dengan demikian ia mendapat hasil dari
tanah itu. Hak gadai bukan hak jaminan tetapi hak atas tanah.

3. Hak Milik dapat dialihkan kepada orang lain. Pengalihan Hak Milik boleh
dengan jual beli, hibah wasiat, tukar menukar, dan lain-lain.

4. Hak Milik dapat dilepaskan dengan suka rela. Maksud dari dilepaskan itu,
ialah supaya pihak lain yang membutuhkan yanah itu dapat memohon hak
yang sesuai baginya. Pelepasan dan permohonan itu ditujukan kepada
pemerintah.

5. Hak Milik dapat diwakafkan. Perwakafan ini diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang menyebabkan Hak Milik dapat
diwakafkan ialah karena jangka waktunya yang tidak terbatas.
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3.3 Upaya yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik
Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Berasal dari Hak Guna
Bangunan.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan
Pertanahan Nasional adalah disebabkan adanya kebutuhan, penguasaan dan
pengunaan tanah pada umumnya termasuk kepentingan pembangunan yang
dirasakan semakin meningkat, maka meningkat pula segala permasalahan yang
timbul dibidang pertanahan. Bahwa sehubungan dengan hal inilah serta untuk
dapat menyelesaikan permasalahan dibidang pertanahan secara tuntas, maka
dipandang perlu meninjau kembali kedudukan, tugas dan fungsi direktorat
Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, yakni dengan meningkatkanya
menjadi suatu lembaga yang menangani bidang pertanahan sacara Nasional.

Kehadiran Badan Pertanahan Nasional ini tentunya merupakan upaya
pemerintah dalam rangka meningkatkan sekaligus perbaikan yang sebelumnya
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Kalau kita melihat susunan organisasi pada Direktorat Jenderal Agraria

Departemen Dalam Negeri adalah :
1. Sekretaranat Direktorat Jenderal:
2. Direktorat tata Guna Tanah;
3. Direktorat Land Reform;
4. Direktorat Pengurusan Hak Tanah;
5. Direktorat Pendaftaran Tanah
Sedangkan pada Badan Pertanahan Nasional menjadi meningkat dan
berkembang :
1. Kepala;
Deputi BidangUmum:;
Deputi Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah:
Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah:;
Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;

(= TR L

Deputi Bidang Pengawasan;
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7. Pusat penelitian dan Pengembangan;

8. Pusat Pendidikan dan Latihan;

9. Staf Ahli;

10. Kantor Wilayah

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan
Pertanahan Nasional, telah menegaskan tentang tugas Badan Pertanahan Nasional
yaitu bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkam
admimstrasi  pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria
maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi peraturan
pengunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah,
pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah
pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.

Didalam pasal 3 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan
Pertanahan Nasional, menegaskan pula dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan
Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional menyelengarakan fungsi
sebagai berikut :

. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan dan penggunaan tanah;

2. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah
dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria;

3. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftran tanah dan upya
membenkan kepastian hak dibidang pertanahan;

4. melaksanakan pengukuran hak-hak atas tanah dalam rangka memelihara tertib
administrasi di bidang pertanahan;

5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan serta
pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan dibidang administrasi
pertanahan;

6. Lain-lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Badan

Pertanahan Nasional adalah membantu presiden dalam mengelola dan
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mengembangkan administrasi pertanahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dibidang pertanahan (Bachtiar Efendie, S.H. 1993 : 92).

Dengan berdasarkan pasal 1 dan 2 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988
Tentang Badan Pertanahan Nasional, maka sangat jelas sekali bahwasanya tertib
administrasi pertanahan merupakan tugas pokok dari Badan Pertanahan Nasional.
Sementara 1tu masyarakat kita masih banyak yang tidak tahu mengenai berbagai
macam peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia, sedangkan peraturan
pertanahan dinegara kita begitu cepat mengalami perubahan yang bertujuan untuk
mencapal suatu penyempurnaan guna untuk terciptanya keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Misalnya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Pemberian Hak Milik Atas
Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) Dan Rumah Sederhana (RS)
dirubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 15 tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 Tentang
Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhanan (RSS) Dan
Rumah Sederhana (RS) lalu disempurnakan dengan Keputusan Menteri Negara
Agrana/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1998 Tentang
Perluasan Pembenan Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun
1997. Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui
bagaimana dengan sertifikat hak atas tanahnya apakah berlaku untuk selamanya
ataukah hanya untuk jangka waktu sementara.

Didalam Sertifikat Hak Guna Bangunan jangka waktu berlakunya hanya
sampai 50 tahun, 30 tahun dan ditambah 20 tahun untuk perpanjangannya (pasal
25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah), jika masyarakat tidak
mengetahui hal tersebut ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan
tersendini bagi tertib administrasi pertanahan di Indonesia. Bagi yang sudah
mengetahui  bahwasannya hak guna bangunan yang mereka miliki jangka
waktunya itu terbatas, kadang-kadang mereka masih banyak yang tidak mau
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meningkatkan hak Sertipikat Hak Guna Bangunannya menjadi Sertipikat Hak

Milik dengan berbagai macam alasan kerena sibuk atau tidak punya waktu, karena

mereka mendapat informasi yang tidak jelas seperti prosesnya berbelit-belit,

syaratnya terlalu banyak. Padahal sebenarnya persyaratan dan proses untuk
meningkatkan status Sertiptkat Hak Guna Banguna menjadi Hak Milik itu
sangatlah sederhana dan mudah

Untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas berdasarkan hasil wawancara
secara langsung dengan Bapak Agus Sr Budianto, Kepala Sub Seksi Pendaftaran

Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 26 Agustus

2005, di dalam mengatasi hambatan-hambatan penerbitan sertipikat Hak Milik

atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan antara lain :

1. Kantor Pertanahan kabupaten Jember mengadakan penyuluhan (penerangan-
penerangan) melalui Siaran Radio seperti Prosalina, Kiss Fm dan RRI berupa
dialog interaktif yang bertujuan agar masyrakat Kabupaten Jember dapat
mendengarkan dan dapat berpartisipasi aktif didalam acara tersebut sehingga
mereka dapat mengetahui dan memahami tentang Prosedur peningkatan
sertipikat Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik;

2. Penyuluhan langsung terhadap masyarakat dengan mendatangi seluruh
desa/kelurahan di Kabupaten Jember dengan sumber dana dari APBD
(angaran pendapatan belanja daerah) dalam program Dar Kum (sadar hukum)
terpadu yang pada pelaksanaanya bersama-sama dengan instansi terkait
misalnya Pengadilan Negeri, Kejaksaan,Departemen Agama Pemerintahan
Daerah yang dibidangi oleh bidang Pemdes, Biro Hukum Pemda dan dan
departemen kesehatan;

3. Penyebaran informasi peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan menjadi
Hak Milik l‘(gpada Kepala Desa dan Camat seluruh kabupaten Jember pada
saat rapat koordinasi di Kantor Pemerintah Daerah (PEMDA) yang
dilaksanakan sebulan sekali dipendopo Kabupaten Jember. Dalam

pelaksanaannya di 1s1 oleh instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati Jember.
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% Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember demi untuk terciptanya tertib administrasi pertanahan pada Kabupaten
Jember akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak juga terjadi kasus-
kasus pertanahan yang timbul didalam kehidupan masrakat jember. Untuk
mengatasal kejadian-kejadian tersebut sebaiknya kantor Pertanahan Kabupaten
Jember lebih banyak lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik
pelayanan didalam instansi tersebut maupun pelayanan keluar seperti penyuluhan-

penyuluhan agar tertib administrasi pertanahan dapat terwujud pada kabupaten

jember terbina ini.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah

sebagai berikut :

i

[

prosedur pemberian sertipikat Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang
berasal dari Hak Guna Bangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
sebenarnya sudah jelas dan prosesnya sangat sederhana sebagaimana yang
terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur No. SK. 108.35/2004 tanggal 24 September
2004 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan (SPOPP)
dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 Tahun 1997 jis No. 15 Tahun 1997 dan No.1 Tahun 1998:
Hambatan-hambatan dalam penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah untuk
rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan pada kantor pertanahan
kabupaten Jember itu berasal dari para pemegang sertifikat Hak Guna
Bangunan itu sendini yaitu karena mereka tidak tahu bahwasanya sertipikat
Hak Guna Bangunan dapat ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik dan
karena mereka mendapat informasi yang tidak jelas dari oknum yang tidak
bertanggung jawab/calo mengenai prosedur pemberian sertipikat Hak Milik
yang sesunguhnya;

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam
mengatasi hambatan-hambatan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah
untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan adalah sebagai
berikut Kantor Pertanahan kabupaten Jember m‘e_ngadakan penyuluhan
(penerangan-penerangan) melalui  Siaran Radio, Penyuluhan langsung
terhadap masyarakat dengan mendatangi seluruh desa/Kelurahan pada
Kabupaten Jember, Penyebaran informasi peningkatan hak dari Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat seluruh

40
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kabupaten Jember pada saat rapat koordinasi di Kantor Pemerintah Daerah
(PEMDA).

4.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan berkaitan dengan tinjauan yuridis

pemberian sertifikat Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dan

Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut

k

(7S]

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebaiknya lebih banyak memberikan
pengumuman-pengumuman mengenai prosedur pemberian sertifikat Hak
Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang berasal dari Hak Guna Bangunan
yang ditempel di tempat-tempat umum seperti kantor desa, kelurahan,
kecamatan, dan seluruh lingkup wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten
setempat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami akan pentingnya
peningkatan hak sertipikatnya dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik
dan masyarakat tidak tertipu oleh oknum/calo dalam peningkatan sertifikat
hak atas tanahnya;

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebaiknya dapat menghilangkan suatu
anggapan masyarakat yang telah meluas diseluruh Kabupaten Jember
bahwasanya peningkatan status hak atas tanah apabila diurus sendiri akan
memakan waktu yang lama bahkan sampai tahunan dan apabila dititipkan
melalui Notaris akan memakan waktu yang cepat akan tetapi akan
memerlukan biaya yang cukup banyak.

Masyarakat sebaiknya juga turut berperan aktif didalam mencari informasi
guna untuk meningkatkan status hak atas tanahnya menjadi Hak Milik agar
tidak tertipu dan dapat mengetahui bagaimana sebenarnya:meningkatkan
status hak atas tanahnya dan berapa besar biaya sesunguhnya. E
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HKABUPATEN JEMBER 200
DI JEMBER No. 36331

Permohonan
[0 Perallhan Hak
[0 Pengganti Rusak

[ Perubahan Hak Quna Bangunan
Menjadl Hak Milik

[0 Crediet Verband [J Pemecahan Sertifikat

O Waris
[0 Pengganti Hilang

Bertalian PH (Akte Lama) - -

L. Pemohon Kuasa
Nama

: ffz/f/ ‘Tgl. Lahir SivrersS
Kewarganegaraan , pekerjaan - / Umur : Z
Alarmat - Ukt Lunfibey By Telp. :
2.| Pemegang Hak / Penerima Hak ? ; =
Nama A?/pj,.,;,, KOuQmdoe, Tgl. Lahir {.=0 "/fg(f]
Kewarganegaraan , pekerjaan M Umur e ,».E?
Alamat h’ 5 Telp,
3.| Letak Tanah M«eﬁ
Jalan/ Dusun
Desa / Kelurahan W\
Kecamatan /}MM o : (Kota/Luar Kota ) *)
4.| Keadaan Tanah

Kepadatan Detail
¥ Kemiringan Tanah
Jarak ke Jalan Raya

: Padat/ Sedang / Jarang / l‘?osoﬁg o —
Berat /Sedang/Datar e :

5.| Keadaan Tanah
Bukti Hak

Luas ((‘)"\/"/l“\.—

ﬁ@gw pRY

Harga Tanah- at.as Dasar %
Transaksl: Rp s M gyvo -

NJOP. o i RpISISEH, Jyw HargaDasar

6.| Penggunaan Tanahnya

: Perufnahf'«.m / ‘E.’ertanlaﬁ / Lain-laln B

7.| HKeterangan lain-lain

chw@/

L PERHITUNGAN BIAYA ) v SURAT-SURAT YANCt DILAMPIRKAN PARAF
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Pendft. Pertama ¢ 2. | Akta PPAT tgl. ........... e LRSS [ [ T SR S L == S
Warisan 3. | Permohonan 1zin Pemindahan Hak ( PMA 14/
Perallhan Hak 61)
SKPT / Sallnan 4. | Foto Copy KTP dan Kartu Kelparga disahkan
Panitia A + Transport 5. | SK Pemberian Hak : W
Roya / Hapus 6. [ Foto Copy Kewarganegaraan (WHI) Suami dan | ———
Péncatatan Istrd, Qanti Nama T
Hak 'fanggunga 4 7. | Foto Copy Akta Perkawinan e
8. | Tanda Setor Qantl Rugl / Administrasi i ;
Pengukuran ] e N
9. | Surat Permohonan Pemisahan/Penggabungan/
JUMLAH Penggant| |
RRDRE L. et T L 10.| Sertifikat Asli ¥ S ——irt
Bendaharawan Khusus, 11.| Surat Kuasa
12.] Surat Roya darl Bank ;
13.] Sertifikat Hipotiek / CV
[ Uy V| DL 307 : Tanggal......... TR 3 15
B| DL 302:Tanggal .............coceennnremrsiersonesnen, 20N . VI| DL.208 : Tanggal .............coooooooooo 20......
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%ﬁ\
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KABUPATEN JEMBER

*) Diisi oleh Dinas
PUTIH :Warkah
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KUNING : Pemohon
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Jember tgl ..&=.. 00 = X4V ]
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R — SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERU ANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2004 PEDESAAM

i

s NO'- SPPT(NOP): J5. 0v. 050. 003, 013-00%3. 0 NPWP

FEZ LETAK OBJEK PAJAK MAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
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1__Bj;go iRW: 01 KRAJAN BARAT FS. DR2esd.
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r_»f;_‘ .'f Ly ) : : A b
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@CP ~ AKTA JUAL BELI
(X(

OO No: 105/4JB. /03, ABL/II/200’)

4 , \ @ C L Lembar PertamalKedua
| AN %

Pada hari ini, Cenin —--——- tanggal 28 - ( Duapuluh Delapan ————--)

bulan  pehruari -—mmm=—e= tahun 2005 -—= ( Duaridu Lima ), —=—-

hadir dihadapan saya ApBAS SAID BAUZIR, Sarjana Hukum ——
yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Agraria/!(apala dadan-

Fh Pertanahan Nasional tanggal 23-11-1998 ———nomor 16-(I-1398 ——= "
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta l“anah, yang selanjutnya

disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Perat' ran Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dquﬁbd&étah ker_pa Semua secamitan
-"Juru..t 121, Jember ———
jengan dihadiri oleh \

di Kab, Jember dan berkantor di Jalan’ nay;m

I. Tuan asdar “-f“.

1939 9 3:;’“ rana';

Dlperta:

.m l.'n"mlu, Jenber, --——-—-— —
-"'. .)a.l.am mel Wikan perhuatan hukum fhbawu) tel:\h mendapat
persptu,m in dan juoinan dari istrinya, yaitu : b_,ronya ——————
CAMST 'NI Jmur 59 tahun, Jarga "’egara Indone 3ia, u’lraswaata.
beralamit dan bertemoat tinggal sam dengan suaminya, yang —--
turut pula mdir serta menania-tangani akta ini, ——————=—- —_—
------ Yelaku “enjurl, selanjutnys disebut PIHAK PERTAMA —=mmm-mn
I, Tuan RONY {GHARMABY, Lahir tanggal 11-07-1968, ¥arga Negara —
Indonesii, 4imaswasta, beralamat dan bertempat tinggal di —-= ‘
Jusun “ypjan, Desa Ambulu, Keeamatin amdbula, Jember, -———--——-
—--— Belaku rembeli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ———-——e——e-

Al Jwal Beli z Halaman | d'a"rr 7


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember 3

di
Jember
PERMOHONAN PENDAFTARAN

PERUBAHAN HGB MENJADI HAK MILIK

Yang bertanda tangan dibawah ini -

. Nama : 0% % &

2. Pekerjaan : i acve s

3. Alamat : wuow Cgivd gL dmbulu, Kee,ambuly
atas nama sendiri / untuk dan atas nama

l-Nama- :

2. Pekerjaan :

3. Alamat
sebagai pemilik sebidang tanah: " - N
Status : HGB No. g, 5388 % % e R S /
sebagian HGB Induk No*: ... /

SR AR e R A L T R I e o e N

Luas Tanah S, AR o m 2

Dibeli / diperoleh pada fanggal, .2 = axuaci 2005,

dengan harga SBD. . IO 00, e

dengan ini mengajukan Permohonan Pendaftaran Perubahan Hak atas Tanah tersebut

diatas menjadi Hak Milik, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1997 Tanggal, 2 Juli 1997

Sebagsi bahan penyelesaiannya, kami lampirkan surat - surat sebagai berikut

1. Sertipikat HGB Nomor : .....500. .. A e L S ] A

2. Akta Jual Beli / Surat perolehan mengenai rumah beserta tanah yang bersangkutan.

3. SPT Pajak Bumi dan Bangunan terakhir (apabila sudah dikenakan Pajak Bumi -
dan Bangunan sendiri).

4. Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan (apabila dibebani Hak
Tanggungan) : '

5. Identitas Permohonan berupa

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, kami bersedia mematuhi dan memenuhi
Syarat - syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah
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SURAT SETORAN Leml’)'m 1
BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN
' (SSB) Untuk Wajib Pajak
sebagai bukti
DEPARTEMEN KEUANGAN R BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJZ K pembayaran
DEREKTORAT JENDRAL PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) >

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
PERHATEN‘: Bacalah pelunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

St Rl I I 2 Y S O

2. Alamat Wajib Pajak : 95N, £ra jan,

3 Kelwrotmoesa : imbulu 4, RIRW : 02/4I 5. Kecamatan: imbulu

6 Ksbupalen/otax : Jember, 7. Kode Pos :E]:[:I:D
B. 1. Nomor Objek PajakNOP) PSS - [ola] [GIEh] [oTol3 [Eh [3] [ofolsI3] [0

2. Letak tanah dan atau bangunan : Jsn. {rajan
3. KeMrsisk/Oesa:  lmbhlu 4. RTIRW:
5 Kecamatan:  Ambualu 6. Kabupaten/Kgiar: _ Jembe Py,
Penghilurgan NJOP PBE : 0 D) 3 "
; Luas NJOP PBB /'’ v 22 =
Uraian (Ditsi luas tanah dan atau bangunan yang | (Disi berdasarkan SPPT PBB tahun LUAS x NJOP PBB/m’-
haknya diperoleh) periehan haky Tahim's.
£y iy n i i ‘ , & :
Tooalk fSani) 6 RS e R 0000 ... | " | R 860,000, = T
Sy 2 ":". 5
Eoigian P8 S PR Dmoto0g 112|848 909, 030 S T iR
O NJOPPBB: |13|Rp.
LD TR T ...'.’..1.5,&’;0.,.0{.)9 ~Anghka 7 x angka 9
15. Jenis perolehan hak alas tanah dan alau bangunan : E[I] 14. Harga transaksi / Nilai pasar : l Rpi . 15,900.000,~ ° j
16. Nomor Sertifikat: __H, M, No, 388... :
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan_pé{phifﬁ;\gan Waijib Pajak). Dalam rupiah
Nilai Peroiehan Objek Pajak (NPOP) LR T
Nilai Pesoiehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 |p NIHIL
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1-angka2 | 3 (p NIAIL
Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangu:.uu yang lerutang 5% xangka3 | 4 [p NIHIL
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan ) 50% xangkad | 5 |p
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 } - .
D. Jumiah setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Negera qa. BPHTB MAP: [0 1[5 [ 1
D a. Penghilungan Wajib Pajak
[ ] stB/skeks/xexst?) Nomor:

D‘ ¢. Pengurangan dihilung sendiri karena : Dj

Dengan angka :
[Re.  TWIHIL i
——
*) Coret yang lidak perjyg thsuﬁ\\
¥ A5 i =
@ e T v\ DITERIMA OLEH : Jeaber . ..28-02-2005
PPAT / NGTARIS / ARWRLELANG | PEJABAT LELANG / TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAJIB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KAN ABUPA KOTA %) TRAGalE i

A

5, Tn,RONY KHARMAR

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan landa langan
Sy i I A R — A e 3

Hanya diisi oleh }  Nomor. Doku

petugas Kantor
Pelayanan PBB

KP BPHTB 1.1-01 , i i i S ' Lembar 1/5-Wajib Pajak A
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL

f‘ 5
S ALINANGS

BUKU TAN

HAK MILIK AH
HAK Gmngﬁé‘{g“woyﬂ%) ..... 1386
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!

&7
#5Ti

PROPINSI, R G SAE TR LR,

4.0
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e el

KABUPATEN/KOTAMADVA : ... e . ...

¥
)

KECAMATAN . MIBULU

I

D E 5 A/KEBURAHAN SR R R L i e R v

Gaois
e

: DAFT I'M%oa 7
KANTOR PERTANAHAN ' AT L &;/,i‘éju)?o

* KABUPATEN/KFAMADYA C DAFTAR ISIAN 307 -
: No. £0.002 = /0820, ns.26

i
i
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C.
|
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filamnn 2
~ f

HAK MLk

P E NDA.I-TARAI\

l’l‘lRTAMA

a) HAK 1 GUNA-BABGUNAN- | f  ~ ‘3'.‘;‘.""‘7‘.4’;‘ PEMEGANG HAK
No. : ._;:'d)d;— 1384
: Desa 3 AMBULU __g:;mvasr,r;ﬁaf}( |
b) NAMA JALJ‘;N/Pl;QSIL
Mg :12,.34,. 05.03.00669
oy S AGALEERSH 8) PEMBUKUAN

L RRCHR mpmenint | LB R T R  |
2% Pembcria}: RAK srassvmrnessninonmnvssaay cha]a Kantor Pertanahan )

Kabupaten/K otamudya*

Jembex
3 Pemisahan HEB:No100/ -« | =~ = . st gmbexX. ...
Ambylu
: “ttd
4. Penggabungan -’,'.f.:z"ﬂ-‘-w‘“*“"‘"’“"“"’""; TR X
_4\,—_, i
p;-g._SU“fARDI HF‘_NDRO MARTONO
.ﬂ-fN1?~ 010 048 502
d) SURAT KEPUTUSAN h) PENERBITAN SERTIPIKAT
K dgniber T4 qﬁ....?...-..z:: ______ 1978, Lo
cha]a{ Kantor Prcr:anahan
Kabupaten/Kepamedya®

Uang pemasukan/biaya administrasi

_ Lamanya hak berlaku ¥iylad--tel
- 40=2-1995~-(30--nhun)-

Berakhlrnya hak
Tgl. —24-:.9«@02&4»

010 048 502

NP

&) smxm{z
GAMBAR-SITIJASH -
Gy - AUD _-—_1__:,/-2.00;

Tgl % AbufeaSt g6
] 07-03 - 2.00%
Nom==d-345 543596

Luas 186 m2 "

i PENUNJUK ¢ Ata Jual..bell PPAT .
coro SH. Ngotaris di’ Jembe tg1.22-1 1996.
No,10/Ambytu/1/19965 -
LUQg$+ 84 m2 scb,d 1uas 22,035m2(bisa)
D,I,' 301.80,,820/I11/1995

HGB. No.'iQO/Ambu],u atae nama :PT, GATRA KANMU.
HARUM berkedudukan di Mzlang.

Cah 0 ij-

PR i o b
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; g " PENDAFTARAN PERALIHAN HAK,

,‘Hul:zm:m :

PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubanan

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 307
No. Dafltar Isian 208

Nama yang berhak
dan

Pemegang hak lain-lainnya

TPAT EHBAG SAID

- el a
3AUZIN,BH

A sASAsARAAFAAALSANRA AR ASS SRl

TOETIG AN T ER L"“' USAN N
KLt e LA ] H:\I‘.

1/ ("}38

b,, o AU ;' ;

Tanda tangan Kepala Kantor,
dan.Cap Kantor

TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DEMGAN GL-‘ S S : 5
..................... L DRETAR DIXONTOR RERTANANAN.... | PE2T L F. o5 |0

PATLN JE MB ER” |

CANTOR PERTANAHAN - opeee-

\T{IANTO SR Hum

010 164 21)

B AAARR e RS L

ERMTERU HNES KRR AS
LariAN NASIONAL v
G

AT E T
~-.:\)A\L

N0 388

i N
i g u LU

Wi An EERALA BKANTOR RPERT AN A S
}- M’Ul‘f\'ll

e s 3

N JEMBER
~dary Pendaftaran, Tanal -
it

RTONMEE " T -

223708
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Il Tl Tele] Tl [o[-Jo0 BT e

MNomor hak ;@ St
; ) e J A
STRAFEKER | ., b o s
GAMBAR SITUASI

(u. Ao 1 LA o0

Nomor : ... BEGR e 719

BrOBins] 1 cemnsnaisradisassankes ST e Y SRR e e SO RN e PO SRR N
Kabupaten/Ketmmadva @ ... T s e I = e e
RECAMBIAN 2 eosiratonits sitesiois POt A o RN . W SRR SN M

ot & A s roriline . TN Peta. Gambar.Situddl N L o S N

. Jo, el ‘ ‘-‘_ l’f-‘
Lembar % ..oeeeee 1 T Kotak  .abfid ot o \ Nomor -Pendaftaran : ...... Tt PR
Keadaan Tanah : l".‘erupak:‘n...*'c’..'.»:n',:.‘.h..plelqgra_ng'@ﬁ...1u1:bm{-.pelwumahm T P PP P PP
Tanda-tanda batas : 'T"*{’»“;‘“’“WEG-‘-I*-I-IvII-I'rI-vae'rcliri“d‘i‘tenga.‘rr:tenmﬁr"b;:.tag ...........

........................ ,(I:~!emermhi.4?.:-4..&..8[1&361.}.................A.........‘...................................._......A.,

Penunjukan dan penetapan batas :0J.eh..lx, ATHE.. PJ, YULIANTO

Pemohon: .. . e R r-uan. A S B ARA..

T T I T I e
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PENJELASAN :

ARINAPY AT VPN 008 e d 2 405

PERBANDINGAN 1 : .. .5&0

v

!ty i geey

batas tanzh ini

LAk

k? . o R '?—'Ei b

iy

S
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=h Gambar Situasi Ini pemisahan dari Gambar Situasi tanggel
oo Eot R iy oy TR R 3 e T R i e B b T St Clegened ol i b
ed = B G000 Neap 8B4 1985, 0 - L TR TS
Dafrar Isian 302 1gl. .......... 6_6_1996 ................... No 151‘;/1996- ..............................

- “Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamedya

T IR R e s e
MNP RO T a7 B

Pemisahan : )
Lihat _Sural-okur — popoaabungan  Nomor : ... 129% /19923 Nomor hak : .B+190. .
gambar situasi E;;g_genh ' |
Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi N
Luas Ror Sisa luas
Tanggal Nomor hak
Sisanya diuraikan dalam _SUratukur oo L 7 ¢ Nomor Hak i

gambar situasi
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